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Tulisan sederhana ini bertujuan untuk 
membagi strategi pendampingan/fasilitasi program 
Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi 
Selatan, selama tahun 2008 hingga 2011. Suatu 
rentang waktu dimana para pihak berproses dalam 
pengembangan program Hutan Desa: RECOTFC (The 
Center for People and Forests), Balai Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Jeneberang Walanae, 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng, LSM Sahabat 
Alam Bantaeng (Balang), Universitas Hasanudin, dan 
Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). 
 
Program Hutan Desa di Bantaeng mungkin 
belum bisa dikatakan berhasil atau sukses, akan 
tetapi ada capaian-capaian strategis yang sudah 
didapat. Dalam kurun 2008-2011, tiga (3) Hutan 
Desa telah memperoleh izin pengelolaan (Campaga, 
Pattaneteang, dan Labbo) dan enam (6) Hutan Desa 
sedang dalam tahap verifikasi untuk mendapat izin 
areal Hutan Desa (Bonto Marannu, Bonto Daeng, 
Bonto Karaeng, Bonto Lojong, Bonto Tanggnga, 
Pa’bumbungan). 
 
Kesepuluh tips ini adalah pembelajaran-
pembelajaran yang dicatat oleh Muhammad Alif K. 
ii 
 
Sahide (Dosen Fakultas Kehutanan UNHAS, staf 
program RECOFTC di Sulawesi Selatan selama 2008-
2010, dan Fasilitator Wilayah FKKM di wilayah yang 
sama) dalam menggapai capaian-capaian itu. 
Sebuah pengalaman yang mungkin dapat dijadikan 
bahan pembelajaran para pihak dalam memfasilitasi 
dan mengembangkan program Hutan Desa di 
tempat lain.  
 
 Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat 
(FKKM) berterimakasih kepada Muhammad Alif KS 
yang telah bersedia berbagi tips ini.  Tips-tips ini 
tidak berangkat dari pengalaman pribadi, tapi 
berangkat dari kerja kolektif, tim fasilitator Hutan 
Desa Bantaeng, karenanya FKKM juga 
berterimakasih kepada tim ini.  FKKM juga 
berterimakasih kepada Ford Foundation yang telah 
memberikan dukungan sehingga buku ini bisa 
diterbitkan.  
 Semoga buku kecil ini bermanfaat bagi 
pengembangan gerakan Kehutanan Masyarakat di 
Indonesia. 
 
Bogor, November 2011 
 
Andri Santosa 




Pengantar ………………………………………….……… i 
Hutan Desa dan Bantaeng  …………….………. 1 
Tips 1  Bangun Kesepahaman Awal para Pihak
 ……………………………………………………….……… 7 
Tips 2 Sadar Konteks dan Analisis Situasi para Pihak
 …………………………………………………………….. 10 
Tips 3 Lakukan Assessment Kapasitas …….. 12  
Tips 4 Galang Dukungan Politik Lokal  …….. 14 
Tips 5 Lakukan Evaluasi secara Periodik  …….. 17 
Tips 6 Implementasi Program secara Adaptif …….. 19 
Tips 7 Memperkuat Aktor dan Kelembagaan Lokal 
 …………………………………………………………….. 21 
Tips 8 Memperkuat LSM Lokal  …………………..  24 
Tips 9 Dokumentasikan Proses Pendampingan 
 …………………………………………………………….. 27 










10 Tips Fasilitasi Hutan Desa 
 
1 
Hutan Desa dan Bantaeng 
 
Dalam sejarahnya, keberadaan hutan tidak 
dapat dilepaskan dari desa. Pengembangan desa, 
dan kemudian, menjadi kota tidak terlepas dari 
pembukaan sebuah hutan.  Karena itu hingga saat 
ini keberadaan hutan yang berada dalam 
administrasi desa masih cukup banyak. BPS (Badan 
Pusat Statistik) dan Kementerian Kehutanan pernah 
mencatat lebih dari 33 ribu desa sampai saat ini 
masih berinteraksi dengan hutan. 
 
Terlepas dari perdebatan soal hutan desa 
dan desa hutan dimana wilayah pemangkuan 
menjadi sisi perdebatan, Kementerian Kehutanan 
telah mengeluarkan kebijakan tentang Hutan Desa 
(Permenhut No. P.49/2008 jo P.53/2011). Dalam 
kebijakan ini, Hutan Desa diidentifikasi sebagai 
hutan negara yang dikelola oleh desa dan 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta 
belum dibebani izin/hak. Konsep kesejahteraan ini 
dibingkai dalam kerangka sebuah program 
pemberdayaan masyarakat oleh Kementerian 
Kehutanan, bersama skema HKm (Hutan 
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Kemasyarakatan) dan Kemitraan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007. 
 
RECOFTC kemudian bersama UNHAS, 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan BPDAS 
Jeneberang Walanae mencoba melaksanakan 
kebijakan Hutan Desa ini di 3 (tiga) desa di 
Bantaeng : Campaga, Labbo, dan Pattaneteang. Izin 
areal dan izin pengelolaan pun kemudian diperoleh 
mereka untuk mengelola Hutan Desa sesuai 
Permenhut P 49/2008. Ketika program RECOFTC 
selesai di Sulawesi Selatan, FKKM bersama UNHAS, 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan LSM BALANG 
pun mendorong 6 (enam) Hutan Desa lainnya : 
Bonto Marannu, Bonto Daeng, Bonto Karaeng, 
Bonto Lojong, Bonto Tangnga, dan Pa’bumbungan. 
Setelah melakukan pembelajaran dan konsolidasi 
dari ketiga Hutan Desa yang sudah memperoleh izin 
areal dan izin pengelolaan. 
  
Kabupaten Bantaeng 
Bantaeng adalah sebuah kabupaten di 
Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng 
memiliki kekayaan sumberdaya hutan yang relatif 
kecil  dibanding kabupaten lain di Sulawesi Selatan, 
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yakni hanya 0,2% dari total kawasan hutan Sulawesi 
Selatan. Namun, kawasan hutan tersebut punya arti 
penting bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng dan 
wilayah-wilayah di sekitarnya. Karena dari sekitar 
6.222 ha luas kawasan hutan Kabupaten Bantaeng, 
terdapat kawasan hutan lindung yang mempunyai 
fungsi hidroorologis penting seluas 2.773 ha atau 
sekitar 44,6%.  
 
Sebagian besar (54,4%) kawasan hutan 
Kabupaten Bantaeng saat ini dalam kondisi kritis 
yang perlu direhabilitasi dan ditingkatkan 
kualitasnya. Di luar kawasan hutan terdapat pula 
lahan kritis seluas 5.423 ha. Laju pertumbuhan luas 
lahan kritis di Kabupaten Bantaeng selama lima 
tahun terakhir rata-rata sebesar -0,84% per tahun di 
dalam kawasan hutan dan sebesar 12,2 % per tahun 
di luar kawasan hutan. Penurunan luas lahan kritis 
di dalam kawasan hutan rata-rata sebesar 0,84% per 
tahun merupakan suatu indikasi laju pertumbuhan 
lahan kritis yang lebih kecil dibanding keberhasilan 
kegiatan reboisasi yang dilakukan dengan luas rata-
rata seluas 100 ha per tahun selama lima tahun 
terakhir, sedangkan  peningkatan luas lahan kritis di 
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luar kawasan hutan rata-rata sebesar 12,2% per 
tahun menunjukkan hal sebaliknya.    
 
Konversi kawasan hutan menjadi lahan 
budidaya pertanian dan perkebunan rakyat 
merupakan pemicu utama terjadinya degradasi 
hutan. Sedangkan faktor pemicu laju degradasi 
lahan di luar kawasan hutan adalah meningkatnya 
aktivitas penebangan hutan rakyat baik untuk 
tujuan produksi kayu maupun untuk tujuan konversi 
lahan hutan rakyat menjadi areal tanaman 
semusim. Aktivitas-aktivitas tersebut  didukung 
dengan sistem tenure tradisional yang sangat kuat 
sehingga akan berpotensi menjadi sumber-sumber 
konflik apabila sistem tenure tradisional tersebut 
tidak diadaptasi dan disinergikan dengan sistem 
tenure formal pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat.  
 
 Kesepuluh tips fasilitasi pembangunan 
Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng ini mesti dilihat 
melalui perspektif piramida prioritas (lihat gambar 
1). Selayaknya membangun sebuah piramida, 
bagian dasar adalah bagian mendapat prioritas 
utama yang menjadi pondasi. Lalu setumpuk demi 
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setumpuk hingga membentuk piramida. Dari hasil 
pembelajaran pembangunan Hutan Desa di 
Kabupaten Bantaeng, pondasi awal program ini 
mesti mempersyaratkan kesepahaman para pihak, 










Gambar 1. Bangunan Fasilitasi Pembangunan Hutan 













1. Kesepahaman para pihak  
2. Analisis situasi  
3. Assessment kapasitas para pihak 
4. Dukungan politik lokal 
5. Implementasi program adaptif 
6. Evaluasi program 
7. Penguatan aktor dan kelembagaan lokal 
8. Penguatan LSM/pendamping lokal 
9. Dokumentasi 
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Membangun kesepahaman adalah milestone  
(tonggak pencapaian) awal yang harus dicapai oleh 
semua program kehutanan masyarakat, tidak 
terkecuali Hutan Desa. Kesepahaman awal ini 
bukanlah berarti kesepakatan-kesepakatan normatif 
tetapi hubungan psikologis dan penetrasi program 
mulai dibangun dan dipahami oleh para pihak. 
Tips 1 
Bangun Kesepahaman Awal Para 
Pihak 
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Kesepahaman ini penting untuk direncanakan dan 
diupayakan agar para pihak mengerti  maksud dan 
alur jenis intervensi sosial dan sekaligus momentum 
untuk menganalisis situasi ditahap awal.   
 
Beberapa pertemuan informal dengan pihak-
pihak kunci dalam pembangunan kehutanan di 
daerah dapat ditemui: Bupati, anggota DPRD, serta 
aktor-aktor gerakan 
masyarakat sipil 
lainnya.  Sebaiknya 
pertemuan informal ini 
tidak hanya dilakukan 
di tingkat kabupaten, 
tetapi juga di tingkat 
komunitas/masyarakat. 
Pada tingkat  
masyarakat antara lain 
dengan diskusi mendalam, baik secara individu 
maupun dikusi kelompok terfokus kepada beberapa 
kepala desa dan lurah, tokoh-tokoh masyarakat dan 
pemuda. 
 
Membangun kesepahaman tidak bisa 




diupayakan agar para 
pihak mengerti  
maksud dan alur jenis 
intervensi sosial… 
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memperolah dukungan para pihak secara lebih luas. 
Upaya ini membutuhkan waktu dan kesebaran 
untuk saling memahami satu sama lain dalam 
pengembangan Hutan Desa. 
 









Konteks menjadi penting untuk 
menempatkan suatu progam (Hutan Desa) dalam 
situasi kemasyarakatan. Sudut pandang sosiologis, 
politik dan ekonomi perlu dilihat dalam analisa 
situasi penempatan Hutan Desa dalam program 
pembangunan di desa dan wilayah yang 
bersangkutan. Fasilitator mesti sadar bagaimana 
menempatkan posisinya dalam berbagai 
kepentingan yang ada dalam konteks tersebut. 
 
Tips 2 
Sadar Konteks untuk Analisis Situasi 
Para Pihak 
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Hal-hal yang diperkirakan akan berpengaruh 
pada program, seperti konflik dan kemiskinan 
struktural, harus segera diketahui dan dicermati 





Hutan Desa dapat 
pula berkontribusi 
dalam perbaikan 
situasi di wilayah 
tersebut, bukan 






Hal-hal yang diperkirakan 
akan berpengaruh pada 
program, seperti konflik 
dan kemiskinan struktural, 
harus segera diketahui dan 
dicermati dengan baik oleh 
fasilitator. 








Kapasitas menjadi penting dalam 
pengembangan program kehutanan masyarakat, 
tidak terkecuali Hutan Desa. Kapasitas yang 
memadai sebaiknya tidak hanya dimiliki oleh 
fasilitator, akan tetapi aktor-aktor pelaku dan 
pendukung lain dalam proses fasilitasi yang 
dilakukan. Karena fasilitator tidak bekerja sendiri, 
akan tetapi dia akan memainkan sebuah tim yang 
mana sebuah standar kapasitas harus dipunyai. Tim 
Tips 3 
Lakukan Assessment Kapasitas 
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yang merupakan mitra kerja fasilitator dalam 
mengembangkan program Hutan Desa. 
 
Assessment penting dilakukan terhadap 










Hutan Desa yang solid dan kuat. Program 
peningkatan kapasitas perlu dikembangkan dengan 









Assessment penting dilakukan 
terhadap kesenjangan 
kapasitas, pengetahuan, 
sikap, dan ketrampilan para 
mitra (baik individu maupun 
institusi). 








Beberapa tahapan administrasi pengusulan 
dan pengelolaan Hutan Desa memerlukan  
dukungan politik yang kuat dan strategis. Politik 
yang dimaksud bukan politik praktis, akan tetapi 
bagaimana mendinamisir kekuatan politik dalam 
ranah pemberdayaan masyarakat lokal. Beberapa 
momentum politik juga perlu dibangun dan 
dimanfaatkan untuk menginisiasi dan 
Tips 4 
Galang Dukungan Politik Lokal 
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mengembangkan kehutanan masyarakat, dalam hal 
ini Hutan Desa. 
 
 
Gambar 2. Bupati Bantaeng Prof. Dr. HM. Nurdin Abdullah, 
M.Agr dan Menteri Kehutanan MS Kaban didampingi 
Mahasiswa Fakultas Kehutanan UNHAS pada saat 
Pencanangan Program Pembangunan Hutan Desa di 
Kelurahan Campaga, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.  
 
Salah satu keberhasilan pembangunan dan 
pengakuan Hutan Desa di Bantaeng adalah 
dukungan dari kepala daerah. Selain sebagai kepala 
daerah, Bupati Bantaeng Prof.Dr. HM. Nurdin 
Abdullah, M.Agr adalah seorang dosen di Fakultas 
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Kehutanan Universitas Hasanudin, sehingga 
fasilitator meman-faatkan jalur-jalur universitas 
dengan hubungan sesama dosen untuk 
berkomunikasi dan membangun kesepahaman. 
Momentum kunjungan Menteri Kehutanan M.S. 
Kaban pada 3 Januari 2009 dimanfaatkan untuk 
mencanangkan Program Pembangunan Hutan Desa 
di Kabupaten Bantaeng. 
 
Selain itu, 
politik anggaran juga 
mesti didorong 
dengan lintas sektor. 
Karena sesungguhnya 
adalah mitos jika 
Program Hutan Desa 
hanya dibebankan 
kepada instansi pemerintah bidang kehutanan saja.  
Beberapa tahapan 
administrasi pengusulan 
dan pengelolaan Hutan 
Desa memerlukan  
dukungan politik yang 
kuat dan strategis. 







Evaluasi adalah tahap dimana kita melihat 
sejauh mana target telah dicapai dan faktor-faktor 
apa yang mendukung atau menghambatnya. Proses 
ini merupakan kegiatan reflektif dimana gagasan 
dan tahapan perlu ditinjau kembali apakah sudah 
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dalam hal 
ini pengembangan Hutan Desa. 
 
Tips 5 
Lakukan Evaluasi secara Periodik 
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Periodisasi evaluasi menjadi penting untuk 
menjaga konsistensi dalam melakukan proses ini 
secara teratur dan terencana, walaupun upaya 
reflektif sebenarnya bisa 
dilakukan kapan saja.  
Dalam pengembangan 





bergerak dinamis. Walau 
demikian, evaluasi akan 
menjadi sia-sia jika tidak 
diikuti dengan tindak 
lanjut atas apa yang 
direfleksikan. Agenda yang jelas dan terukur 




Proses ini merupakan 
kegiatan reflektif 
dimana gagasan dan 
tahapan perlu ditinjau 
kembali apakah sudah 
sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai, 
dalam hal ini 
pengembangan Hutan 
Desa. 








Rencana program pengembangan Hutan 
Desa harus dilaksanakan dengan keberanian 
tertentu dan tentunya dengan melihat 
perkembangan situasi yang ada.  Pada periode 
tertentu tujuan dilihat kembali melalui proses 
evaluasi. Tips ke-5 dan Tips ke-6 ini sangat 
berhubungan pada konteks tertentu. 
 
Tips 6 
Implementasi Program secara Adaptif 
 





program secara adaptif 
tentunya disesuaikan 
dengan hasil evaluasi 
yang ada. Pada tingkat 
komunitas pun situasi 
akan berubah, bahkan 
kadang lebih sering dari 
yang dibayangkan. 
Fasilitator mesti responsif dengan situasi tersebut 






tertentu tujuan dilihat 
kembali melalui proses 
evaluasi. Tips ke-5 dan 













Kelembagaan lokal yang kuat merupakan 
syarat utama untuk keberlanjutan program, tidak 
terkecuali Hutan Desa. Penguatan kelembagaan dan 
aktor lokal merupakan tugas utama fasilitator jika 
ingin inisiasi atau pengembangan program Hutan 
Desa berhasil. Lembaga dan aktor lokal adalah 
penduduk setempat yang akan terus berada di desa 
Tips 7 
Memperkuat Aktor dan Kelembagaan 
Lokal 
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tersebut dan diharap-kan akan mengawal 
keseharian dan keberlanjutan program, tidak seperti 
fasilitator yang bisa jadi merupakan orang luar. 
 
Fasilitasi harus mampu memainkan seni  
fasilitasinya dalam mengelola dinamika sosial 
kelembagaan dan aktor-aktor lokal yang ada untuk 









mengatasi berbagai persoalan yang ada, dimana 
kadang fasilitator harus menyerahkan proses ini 
melalui mekanisme lokal yang ada. Di Desa 
Pattaneteang, isu pencabutan SPPT yang berada di 
daerah areal Hutan Desa diselesaikan oleh Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDES) Sipakainga yang 
merupakan lembaga lokal di desa tersebut. 
 
Penguatan kelembagaan dan 
aktor lokal merupakan tugas 
utama fasilitator jika ingin inisiasi 
atau pengembangan program 
Hutan Desa berhasil. 
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Kelembagaan lokal juga perlu didukung oleh 
aktor lokal yang kuat dengan kapasitas yang 
memadai. Karenanya, selain peningkatan kapasitas 
aktor-aktor lokal, perlu juga diberikan kesempatan 
kepada mereka untuk mengembangkan diri melalui 
berbagai kesempatan pertemuan di luar wilayah. 
Aktor-aktor lokal ini juga dapat didorong untuk 
mengembangkan kerjasama antar lembaga yang 
ada pada lintas desa, seperti membentuk Forum 













Keberadaan LSM Lokal menjadi mitra 
strategis dalam pengembangan dan percepatan 
program kehutanan masyarakat, tidak terkecuali 
Hutan Desa. LSM lokal tentu berbeda dengan 
kelembagaan lokal yang ada, dimana maksud dan 
komitmen para anggotanya tentu juga berbeda. 
Penguatan kapasitas LSM lokal menjadi penting 
dilakukan agar kerja-kerja fasilitator dapat lebih 
Tips 8 
Memperkuat LSM Lokal 
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cepat tertranformasi kepada mereka. Selain 
pelatihan khusus, mengikutsertakan mereka sebagai 
peserta, panitia, bahkan kesempatan sebagai 
fasilitator akan mempercepat proses tranformasi 
tersebut. 
 
Pada sisi lain, LSM lokal punya kelebihan 









dan dinamisasi pengembangan program Hutan 
Desa. 
 
LSM Balang (Sahabat Alam Bantaeng) 
menjadi mitra kerja FKKM dalam mendorong 6 
(enam) Hutan Desa setelah sebelumnya mereka 
menjadi peserta dan co-fasilitator ketika Universitas 
Hasanuddin dan RECOFTC mendorong 3 (tiga) Hutan 
Desa di Kabupaten Bantaeng. LSM Balang telah 
Penguatan kapasitas LSM lokal 
menjadi penting dilakukan agar 
kerja-kerja fasilitator dapat 
lebih cepat tertranformasi 
kepada mereka. 
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mampu melakukan peran-peran strategis dalam 
upaya pemberdayaan masyarakat desa hutan di 












Dokumentasi biasanya merupakan 
pekerjaan yang susah dilakukan oleh pendamping 
lapang. Akan tetapi dokumentasi merupakan alat 
untuk mencatat apa-apa yang sudah dikerjakan, 
apa-apa yang sudah dicapai, dan apa-apa yang 
menjadi pembelajaran dari proses yang dilakukan. 
Untuk itu proses dokumentasi sebaiknya dilakukan 





















pemikiran, perdebatan dan dinamika yang dialami  
fasilitator selama proses pengembangan program 
sangat penting juga dicatat sebagai proses 
dokumentasi yang lebih mendalam.  
 




terkecuali Hutan Desa) maka 
ia akan menjadi pelaku dari 
sejarah Hutan Desa yang 
ada. 








Jaringan strategis perlu dibangun dan 
dikembangkan  agar dukungan dapat diperluas, 
tidak terkecuali jaringan strategis Hutan Desa. 
Jaringan strategis dibangun dengan tokoh-tokoh 
penting dan kunci dalam pengembangan Hutan 
Desa, seperti kepala desa, tokoh adat, tokoh 
masyarakat, tokoh pemuda, LSM lokal, dan 
pemerintahan, serta universitas. Jejaring ini sangat 
dibutuhkan dalam proses belajar, evaluasi, dan 
manajemen informasi dalam mengawal 
Tips 10 
Membangun Jaringan Strategis 
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keberlanjutan program Hutan Desa dan 














tokoh kunci Hutan 
Desa seperti Subhan (Kepala Desa Labbo dan Ketua 
Harian Forum Rembug Hutan Desa), Adam dan Erni 
(LSM Balang) ke dalam jejaring FKKM serta Forum 
Perhutanan Sosial DAS Jeneberang Waalanae.   
Jaringan strategis 
dibangun dengan tokoh-
tokoh penting dan kunci 
dalam pengembangan 
Hutan Desa, seperti 
kepala desa, tokoh adat, 
tokoh masyarakat, tokoh 
pemuda, LSM lokal, dan 
pemerintahan, serta 
universitas. 

